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KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya
jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Penerapan Pendekatan Kinerja
Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin. Penulisan ini dibagi dalam lima bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II
Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum deupatcn Banyuasin, Bab IV Analisis
dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer berupa dokumen, catatan,
dan laporan yang diperoleh langsung dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa
" penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun
anggaran 2007, sudah sepenuhnya diterapkan meskipun masih terdapat beberapa
kelemahan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang
disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya adalah
indikator masukan yang hanya mencantumkan jumlah dana sebagai tolok ukur,
serta indikator hasil yang jumlahnya bukan 100 %.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi
perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan sebagai bahan masukan
akademisi bagi penelitian berikutnya.
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Novita Fajar Sari
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Application of Performance Based Budgeting in Arrange The Income and

Expense Budgeting in Government of Banyuasin Residence
ABSTRACT

The objectives of this research is (1) to know how Government of
Banyuasin Residence apply the performance based budgeting as foundation in
arrange the Income and Expense Budgeting.

Research finding has shown that during period 2007, Government of
Banyuasin Residence apply performance based budgeting fully, altought it was
not perfect, because in arrange the work planning, the government just apply
money as the output measure, and the result has no 100 percent. Beside of money,
they can used other for output measure, like employees, material, etc.

Key Words: Perfomance Based Budgeting, Income and Expense Budgeting.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Anggaran merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pelaksanaan
setiap kegiatan organisasi, karena memiliki peranan sebagai tolok ukur
pencapaian keberhasilan organisasi tersebut, serta kinerja dari setiap bagian
organisasi, baik pimpinan maupun staf yang terlibat di dalamnya.
Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana
finansial yang menyatakan (Nordiawan, 2006: 48):
1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau  aktivitas lain
yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana
tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta
seberapa besar pemasukan tersebut.

Kemudian Nordiawan mengutip pernyataan dari Freeman (2003)
menyatakan bahwa, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh
organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke
dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating
resources to unlimited demands).

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi
manajemen. Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor pu‘blik. antara

lain (Nordiawan, 2006: 48):




1. Sebagai alat perencanaan. Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang
harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2. Sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik
dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya
penggunaan dana yang tidak semestinya.

3. Sebagai alat kebijakan. Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat
menentukan arah atas kebijakan tertentu.

4. Sebagai alat politik. Melalui anggaran, dapat dilihat komitmen pengelola
dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen anggaran yang
komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan
suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang
akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa
menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik
berupa terlaksananaya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi
dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target
pcncapaian.

Dari pémyataan di atas, jelaslah sudah bahwa anggaran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari lingkup akuntansi manajemen, dan erat pula kaitannya
dengan proses yang terjadi di dalam organisasi sektor publik.

The Chartered Institute of Management Accountant (1996) menyatakan

bahwa, akuntansi manajemen mencakup aktivitas inti berikut ini:



1.  Partisipasi dalam proses perencanaan pada tingkatan strategis dan
operasional. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, penentuan rencana
sampai dengan penyusunan anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif.

2. Pembuatan dari panduan untuk keputusan manajemen. Hal ini mencakup
pembuatan, analisis, penyajian, dan interpretasi dari informasi relevan yang
memadai.

3. Memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendalian kinerja
melalui pembuatan laporan atas kinerja organisasi (atau segmen tertentu
dalam organisasi) yang mencakup perbandingan antara kinerja aktual
dengan kinerja yang direncanakan/dianggarkan. Di samping itu, mencakup
analisis dan interpretasinya.

Proses akuntansi manajemen juga merupakan integrasi yang tidak
terpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. Dalam perspektif tersebut,
perlu dibedakan antara dua jenis perencanaan (Nordiawan, 2006: 44), yaitu:

1. Perencanaan Strategis, yaitu jenis perencanaan untuk tujuan dan sasaran yang

bersifat fundamental, untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan.

2. Perencanaan Operasional, yaitu jenis perencanaan yang penting untuk

mengimplementasikan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan dan
sasaran yang bersifat fundamental tersebut.

Proses perencanaan dan pengendalian, terbagi menjadi beberapa tahapan
penting. Tahap-tahap penting dari proses perencanaan dan pengendalian, adalah
sebagai berikut (Nordiawan, 2006: 44):

1. Perencanaan strategis berupa penyusunan tujuan dan sasaran yang bersifat

fundamental dan jangka panjang.



2. Perencanaan operasional.

3. Proses penganggaran.

o

Pengendalian dan pengukuran.

5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Dari kelima tahapan proses tersebut, proses yang paling penting dan signifikan,
adalah proses penganggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004, sistem pemerintahan Republik Indonesia, saat ini telah
mengalami peralihan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang menyebabkan
perubahan mendasar mengenai peraturan hubungan Pusat dan Daerah, atau lebih
dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pengertian daerah otonom, dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan
dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak tergantung
pada pemerintah pusat dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangganya,
melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki, meliputi semua kekayaan yang
dikuasai oleh daerah, dengan batas-batas kewenangan yang ada. Hal ini juga
termasuk dalam hal kebijakan penyusunan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan
penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai landasan penyusunan
RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,
Pemerintah Daerah beserta DPRD membahas prioritas dan anggaran sementara
untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD beserta



dokumen-dokumen pendukungnya harus sudah dilakukan pada minggu pertama
bulan Oktober. Selanjutnya, DPRD akan mengambil keputusan mengenai Raperda
selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan. Apabila DPRD tidak menyetujui Raperda tersebut, maka
Pemerintah Dacrah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Dengan penetapan anggaran, dapat dilihat apakah suatu organisasi, dalam
hal ini adalah Pemerintah Daerah, telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan
benar, dan apakah tugas tersebut mengarah pada prinsip efektif, efisien, dan
ekonomis?

Penilaian kinerja pemerintah tersebut, terdiri dari dua unsur yang berbeda,
namun sangat berkaitan erat antara satu sama lain, dalam arti saling mendukung.
Pertama, kinerja yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk penyediaan
fasilitas umum dan pelayanan masyarakat lainnya. Kedua, kinerja yang berkaitan
dengan kepatuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, berarti mengarah pada
pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Pemerintah Daerah selaku badan pelaksana, memiliki kewajiban
untuk mewujudkan hal tersebut. Tanggung jawab utama Pemerintah Daerah
adalah menyediakan pelayanan bagi suatu segmen masyarakat tertentu, contohnya
masyarakat yang berada dalam skala ekonomi rendah, namun tetap tidak
mengabaikan tanggung jawab untuk melayani segmen masyarakat lain, tanpa
memandang strata ekonominya. Tanggung jawab tersebut juga harus dilaksanakan

dengan efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga dalam pencapaian sasaran yang



telah ditetapkan, tidak ada pemborosan biaya, dan implikasi untuk biaya jangka
panjang, tetap dapat diperhatikan.
Di lingkungan pemerintah anggaran memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu
(Nordiawan, 2006: 33):
1. Anggaran merupakan pernyatan kebijakan publik.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara
belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah
sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
Disebutkan oleh Nordiawan (2006: 53), bahwa proses penyusunan
anggaran dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan
pendekatan kinerja. Dalam pendekatan tradisonal, terdapat dua ciri utama. Ciri
pertama adalah, cara penyusunan pos-pos belanja, yang menampilkan anggaran
dalam perspektif sifat dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri
kedua dari pendekatan ini adalah, menggunakan konsep inkrementalisme, yaitu
jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya
dengan tingkat kenaikan tertentu. Sebagai pendekatan yang telah lama digunakan,
pendekatan ini berbentuk sederhana dan mudah digunakan, serta dimengerti oleh
orang yang berkepentingan. Namun, terdapat banyak kelemahan dari pendekatan
ini, diantaranya adalah (Nordiawan, 2006: 56-57):

1. Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan.



2. Terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memerhatikan proses
perencanaan dan evaluasi.

3. Ada ketidakseimbangan dari perhatian yang diberikan.

4. Keputusan perencanaan penting cenderung diawali di tingkat manajemen
terbawah di organisasi dan kemudian naik ke tingkat atasnya.

5. Perencanaan mungkin kurang diperhatikan karena anggaran didasarkan pada
besarnya dan pola dari pengeluaran yang telah ada.

6. Lembaga legislatif hanya diberikan rincian daftar pengeluaran (object of
expenditure), dan tidak diberikan data mengenai fungsi, program, aktivitas,
dan indikator kerjanya.

7. Mendorong pengeluran daripada penghematan, karena kurangnya
penanggaran dalam belanja, dan dalam penilaian kinerja cenderung berfokus
pada belanja serta unit yang membelanjakan anggarannya di bawah batas akan
dianggap baik.

Dalam pendekatan kinerja, meskipun hanya sedikit staf anggaran atau
akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit
pengukuran dan melaksanakan analisis biaya, namun pendekatan ini disusun
untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendektan tradisional,
khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik.

Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi

Banyuasin, dan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang

terdiri atas Kecamatan Banyuasin Il dan Kecamatan Pulau Rimau. Kabupaten ini



dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, mulai berdiri
tanggal 2 Juli 2002 dan disyahkan sejak tanggal 14 Agustus 2003, bersamaan
dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai pelaksana
pemerintahan, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.26-442 Tahun
2003, yang berpusat di Pangkalan Balai.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, semua peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Banyuasin harus disesuaikan
dengan Undang-Undang, setelah ditetapkannya peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah Kabupaten ini. ‘

Status daerah yang semula tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin,
berubah menjadi Kabupaten tersendiri, yang memerlukan penyesuaian,
peningkatan, maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
terselenggaranya roda pemerintahan.

Selama ini khususnya daerah kabupaten, sangat bergantung pada kebijakan
Pemerintah Pusat, namun dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah
Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk
mengelola keuangannya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.

Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian latar belakang, bahwa APBD
merupakan tolok ukur keberhasilan Pemerintahan Daerah, dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta merupakan ukuran kinerja dari
satuan kerja Pemerintah Daerah tersebut, yang dituntut untuk melaksanakan
tugasnya secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Sebagai kabupaten yang terbilang baru, Banyuasin juga dituntut untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yang terlihat dari kemampuan keuangan,




yang berkaitan dengan perwujudan masyarakat adil dan makmur, juga mencakup
pemerataan pembangunan dalam segala aspek kehidupan, baik moril maupun
materiil, melalui kebijakan penetapan APBD tersebut.

Pendekatan yang direkomendasikan untuk digunakan dalam penyusunan
anggaran adalah pendekatan kinerja. Pendekatan ini diharapkan dapat
meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pendekatan tradisional, yang lebih
bersifat inkremental, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada
pos-pos anggaran yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan data tahun
sebelumnya sebagai dasar untuk. menentukan besarnya penambahan atau
pengurangan, tanpa dilakukan kajian secara mendalam.

Anggaran berbasis kinerja, merupakan solusi untuk mengatasi berbagai
kesalahan yang terjadi, yang dapat menjadi tolok ukur dalam kinerja pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka skripsi ini diberi
judul, “Penerapan Pendekatan Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang menjadi titik
tolak dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah menggunakan
pendekatan Kinerja di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah?




1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah

menggunakan pendekatan kinerja di dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang APBD dan
juga mengenai anggaran berbasis kinerja, serta sebagai hasil karya
penulisan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya.

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan penetapan
APBD yang mengarah pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta
sejalan dengan tiga pilar utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan
partisipatif, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

dengan menggunakan pendekatan kinerja.

. Memberikan sebuah wacana mengenai pengaruh dari kebijakan

penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja khususnya terhadap
kinerja Pemerintah Daerah, dan memberikan serta menumbuhkan

pemikiran baru bagi peneliti lainnya.
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1.5 Metode Penelitian

Dalam hal ini, penulis mengambil jenis penelitian terapan atau applied
research yang menekankan pada suatu obyek dan diarahkan untuk menjawab
pertanyaan spesifik dalam penentuan kebijakan, tindakan serta kinerja

pemerintahan nantinya.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memusatkan obyek penelitian pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin khususnya pada bagian keuangan yaitu
Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin, yang

melakukan penyusunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.5.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis menetapkan ruang lingkup pembahasan pada proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin. Anggaran yang digunakan sebagai data untuk dianalisis adalah

anggaran tahun 2007.

1.5.3 Sumber Data
Data-data yang dikumpulkan oleh penulis selama melakukan penelitian ini,
bersumber dari:
1. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin

dalam bentuk yang telah jadi, baik yang dipublikasikan ataupun ti
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telah dikumpulkan oleh penulis dan berhubungan dengan masalah yang
sedang dibahas. Dalam hal ini data tersebut adalah, data dalam bentuk laporan
mengenai anggaran, serta gambaran umum mengenai keadaan Kabupaten

Banyuasin secara keseluruhan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang relevan untuk melakukan analisis

pembahasan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

L

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang
berhubungan dengan objek penelitian, yang bersumber dari buku maupun
literatur.

Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek yang
diteliti. Adapun cara-cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini,
yaitu:

Dokumentasi: yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang telah terjadi
sebelumnya, dan ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Wawancara: yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait,
yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan obyek penelitian

dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis

Di dalam skripsi ini, penulis melakukan analisis dengan menggunakan

teknik analisis, yaitu:
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis ini digunakan dengan cara membandingkan antara praktek yang
diterapkan dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang telah

dirumuskan oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini,

maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan

teori, lokasi dan jadwal waktu penelitian, serta sistematika penulisan.

BABII LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan landasan teori sebagai dasar pembahasan tentang
konsep  Anggaran, konsep Anggaran Berbasis Kinerja, penyusunan
Anggaran Berbasis Kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis

Kinerja pada Pemerintah Daerah.

BAB Il GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
Bab ini merupakan penjelasan mengenai gambaran umum Kabupaten
Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Struktur Organisasi,

Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten



BAB IV

BABV

Banyuasin, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyuasin.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya, berisikan penjabaran analisis dan pembahasan
secara terstruktur mengenai pelaksanaan atas penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin,

berdasarkan konsep value for money.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berupa kesimpulan yang berasal dari analisa yang telah
dilakukan, kemudian mencoba untuk memberikan masukan yang
berupa saran yang dianggap perlu, dan mungkin bermanfaat di masa

yang akan datang.
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